Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

a.

1.

NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG

PAJAK REKLAME
DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MURUNG RAYA,

bahwa peraturan Daerah KabupateudduRaya Nomor 35 Tahun 2004
tentang Pajak Reklame di Kabupaten Murung Rayahstidak sesuai lagi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana slichdduruf a di atas,
maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang PRgitame di
Kabupaten Murung Raya,

Undang-undang Nomor 8 Tahun 198ltategn Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan aembNegara
Nomor 3209) ;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang PerubAtes Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak DaeralRe#ibusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126 Tambahan &embNegara
Nomor 3984);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembemtiledupaten
Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamarapupéden
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten PulasayPKabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di PropKalimantan Tengah
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan aembNegara
Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PemkamtBeraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 MNg8ndambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Petaban Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambaharbaem Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan PanatBemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tenPargbahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembéantaDaerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan aembNegara
Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undangidadg Nomor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1@8nb&han
Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pangdn Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah @amiNegara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor)4438



Menetapkan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentalak$2@maan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Riddeembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Négareor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentangk PBaerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambaharb&em Negara
Nomor 4138);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgo&gian Urusan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Petakridaerah Kabupaten
| Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tamubabtembaran
Negara Nomor 4737);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentaggri¥asi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Taamb&lembaran
Negara Nomor 4741);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2@08ang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2@®fang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1&nrab07 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaterung Raya
(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 200mor 52) ;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02rnrab08 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabopdgurung Raya
(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2@d80X 58);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04rnrab08 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaterruhu Raya
(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2@d8oX 60);

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA
MEMUTUSKAN:

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYATENTANG
PAJAK REKLAME DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten giraga.



3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingd@RD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MuruagaRsebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaanan Keuangan dan AsedlDadalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daetalp&tan Murung
Raya.

6. Pajak Daerah yang disebut pajak adalah iuran vpagjak yang dilakukan
oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpalan langsung yang
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan pmratperundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk merabsyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.

7. Pajak Reklame adalah pajak atas peyelenggaraamnrekl

8. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau medjanyanurut bentuk dan
jenisnya / corak ragamnya untuk tujuan komersigdergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatanb, jasa atau
orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, di bdaa,/ atau di dengar dari
suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan pksherintah.

9. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang md#ptgeroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BadanadJgidlk Negara atau
Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun PersekRersekutuan,
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan daaganisasi yang
sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tettgp Bentuk Badan
Usaha lainnya.

10. Perorangan adalah seseorang atau Badan yang nmegnesiakan kegiatan
reklame.

11.Panggung / Lokasi reklame adalah suatu saranatewapat pemasangan
satu atau beberapa buah reklame.

12.Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badamm yang
menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namdirs atau untuk
dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya

13. Kawasan / Zona adalah batasan-batasan wilayattuestsuai dengan pemanfaatan
wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pergasaekliame.

14.Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhambayaran /
pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik du penyelenggara
reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / hésgjabahan reklame,
konstruksi, instalasi listrik, pembayaran / onghkmsakitan, pemancaran,
peragaan, penayangan, pengecetan, pemasangan daspottasi
pengangkutan dan lain sebagainya sampai denganutemgreklame
rampung, ditempat yang telah diizinkan.

15. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran njfmg ditetapkan pada titik
lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkarerikritkepadatan
pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai asggkt&e dibidang usaha.

16.Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah yangjswiga disingkat
SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib parakk melaporkan
penghitungan dan pembayaran pajak yang terutangummemeraturan
Perundang-undangan perpajakan daerah.

17.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya #isirt§SPD adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan h@graran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah agaierkpat lain yang
ditetapkan oleh Bupati.



18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnyegkisi dengan SKPD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumkhyzajg terutang.

19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yangqjsétga disingkat
SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan mgsgrmlah pajak
yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekuemgembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlaly yeanus dibayar.

20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambghag selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang memkan Tambahan
atas jumlah pajak yang akan ditetapkan.

21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangnjsihyya disingkat
dengan SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menanjykmlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredikp&gbih besar dari
pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjuttigingkat dengan
SKPDN adalah Surat Keputusan yang menunjukkan jurpkjak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit patdy pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnyegttist dengan STPD
adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan sdalsi administrasi
berupa bunga dan atau benda.

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Nama dan Objek Pajak Reklame
Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak ataupspéigelanggaraan
reklame.

(2) Objek pajak Reklame adalah semua peyelenggaratmrek

(3) Peyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud paid@pagneliputi :
Reklame papan / billboard/ videotron / megatrommiek;
Reklame selebaran;

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

Reklame suara;

Reklame film/ slide;

Reklame peragaan Reklame peragaan;

Reklame kain, dan sejenisnya

@ oo0oTp

Pasal 3

Tidak termasuk Pajak Reklame, adalah;

a. Peyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat daerjpgah daerah;

b. Peyelenggaraan reklame melalui internet, telesasiio,warta harian, warta
mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

c. Peyelenggaraan reklame untuk kepentingan sosialuaam untuk jangka
waktu tertentu, yang telah mendapatkan persetipearbayaran pajak dari
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

d. Papan dengan nama dan ukuran tertentu yang meneapeitau berada
pada lingkungan tempat usaha tanpa disertai desggarsor yang berfungsi
sebagai identitas.



(1)

(2)

(1)
(2)

Bagian Kedua

Subjek Pajak Reklame
Pasal 4

Subjek pajak Reklame adalah orang pribadi atau rbagang
menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

Wajib pajak Reklame adalah orang atau badan yangefenggarakan
reklame.

BAB Il
DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME
Pasal 5

Dasar pengenaan pajak Reklame adalah nilai sewanrek

Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayadliperhitungkan
dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, kgangvaktu
peyelenggaraan dan ukuran media reklame.

Pasal 6

Perhitungan sewa reklame sebagaimana dimaksud daksal 5 ayat (2),
adalah sebagai berikut :

a.

(1)

(2)

Reklame papan / billbort/vidiotron / megatron / mdmx adalah tarif per
meter kuadrat media reklame pada semua lokasi pmtam tertentu
dikalikan dengan jangka waktu peyelenggaraan redlam

Reklame kain dan jenisnya, adalah tarif permeteddkat media reklame
pada lokasi penempatan tertentu dikalikan dengangkg@ waktu
peyelenggaraan reklame;

Reklame selebaran adalah tarif perjumlah lembag yhrditentukan pada
semua lokasi penempatan, dikalikan dengan jangkauwseyelenggaraan
reklame;

Reklame berjalan termasuk pada kendaraan, adalfipda satuan jumlah
meter media reklame yang ditentukan pada sewa ilgk@sempatan;
dikalikan dengan jangka waktu peyelenggaraan medja

Reklame suara adalah tarif perjenis media reklpata semua ukuran dan
pada sewa lokasi penempatan, dikalikan dengan kenahari
peyelenggaraan reklame;

Reklame film/ slide adalah tarif reklame pada sefené dan ukuran dan
pada semua lokasi penempatan, dikalikan dengan niamahari
peyelenggaraan reklame;

Reklame peragaan adalah tarif reklame pada semisadan ukuran dan
pada semua lokasi penempatan, dikalikan dengan nimnahari
peyelenggaraan reklame.

Pasal 7

Lokasi penempatan tertentu sebagaimana dimaksachd@hsal 6 huruf a,
dan huruf b adalah meliputi milik pemerintah, mitierseorangan/pribadi,
dan tempat umum.

Jangka waktu peyelenggaraan sebagaimana di maksad dPasal 6
huruf a, dan huruf d, adalah dihitung dengan sat&n yang lamanya
sama dengan jumlah hari, dalam jangka waktu yamgteum dalam ijin
yang dilakukan.



(3) Jangka waktu peyelenggaraan sebagaimana dimakdadh dRasal 6
huruf b, huruf ¢, huruf e, huruf f dan huruf g adajangka waktu sesuai
lamanya peyelenggaraan.

Pasal 8

(1) Besarnya penetapan tarif persatuan ukuran medidamek dalam
perhitungan nilai sewa reklame sebagai dimaksudnddasal 6, adalah
sebagai berikut :

a. Reklame papan / billboard/ Vidiotron / megatronbNdox.

Lokasi penempatan Tarif per M2 Nilai semua Reklame
a. Milik Pemerintah Rp 1.000,-
b. Milik Perseorangan Rp 300,-
c. Tempat Umum Rp 600,-

b. Reklame kain dan sejenisnya

Lokasi penempatan Tarif per M2 Nilai Sewa Reklame
a. Milik Pemerintah Rp 1.000,-
b. Milik Perseorangan Rp 300,-
c. Tempat Umum Rp 600,-

¢ Reklame selebaran

Bahan media Reklame¢  Tarif per 100 lembar Nilai SBwklame

Kertas dan sejenisnya Rp 50. 000;

d. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan

Luas Media Reklame Tarif per hari nilai sewa reldam

Per 2 M? Rp 1.500

e. Reklame suara

Jenis media Reklame Tarif nilai Reklame
Alat pemancar radio Rp 3.000;
Alat pemancar suara Rp 3.500;

f. Reklame film / slide

Jenis media Reklame Tarif tiap kali Penyiaran N#awa
Reklame

tanyangan suara Rp 2.500;

isyarat suara Rp 3.000;

g. Reklame peragaan

Jenis Media Reklame Tarif per hari nilai sewa Relda

Peragaan Rp 20.000,-




(2) Perubahan terhadap besarnya tarif persatuan jezasameklame dalam
perhitungan nilai sewa reklame, sebagaimana dindaksua (1) dapat
ditinjau kembali setiap 1(satu) tahun sekali denggaputusan Bupati
setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 9

Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimanakikud dalam Pasal 6,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 10

(1) Tarif Pajak Reklame untuk sewa jenis peyelenggarekliame ditetapkan
sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

(2) Tarif pajak reklame yang dimaksud pada ayat (1)ndgan dalam
menghitung besarnya pokok pajak reklame yang tegutdengan cara
mengalikan tarif dengan dasar penggunaan pajakgagbana dimaksud
dalam pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 huruf a, hurdfubuf c, huruf d,
huruf e, huruf f, dan huruf g.

(3) Pajak Reklame terutang di pungut wilayah daeralpémeklame tersebut
di selenggarakan.

BAB V
MASA PAJAK TERUTANG

Pasal 11

Masa pajak reklame adalah jangka waktu yang lamgergantum dalam ijin
yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 12

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya ahtinttakwin kecuali bila
wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak séengan tahun takwin.

Pasal 13

Pajak terutang terjadi dalam masa pajak saat pgygéeaan Reklame.

BAB VI

TATA CARA PENETAPAN, PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
Pasal 14

(1) Setiap wajib pajak, wajib mengisi Surat Pemberigahiierutamg Pajak
Daerah, yang selanjutnya di singkat SPTPD.



(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hariss dengan jelas,

benar dan lengkap serta di tandatangani oleh \pajék atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetalengan Peraturan

Bupati.

Pasal 15

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pésayat (1),

Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkaat Ketetapan
Pajak Daerah yang disingkat SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (&k tedau kurang

1)

(2)

3)

dibayar setelah lewat paling lama 30 (tiga pululayi rsejak SKPD

diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa ausgpesar 2 % (dua
persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkant Siagihan Pajak

Daerah (STPD).

Bagian Kedua

Surat Ketetapan Pajak
Pasal 16

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saatategupajak, Bupati
dapat menerbitkan :

a. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, atamgkat SKPDKB,;

b. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambalten di sengkat
SKPDKBT;

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau di sinGik&®DN;

SKPDKB Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurugitarbitkan
apabila :

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangapdgai yang terutang
tidak atau kurang dibayar, di kenakan sanksi adstratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dark yajag kurang atau
terlambat di bayar untuk jangka waktu paling landa (Bua puluh
empat) bulan, dihitung sejak saat terutang pajak;

b. Apabila surat pemberitahuan Terutang pajak Dae@RTPD)tidak
disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditemullan telah
ditegur secara tertulis di kenakan sanksi admatistberupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dark yajag kurang atau
terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lan#a (Aua puluh
empat) bulan di hitung sejak saat terutang pajak;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhiagajang dihitung
secara jabatan dan dikenakan sanksi administetifpa kenaikan 25 %
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak di tambaigsi administratif
berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitungpdgk yang kurang
atau terlambat di bayar untuk jangka waktu palamgd 24 (dua puluh
empat), bulan yang di hitung saat terutang pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurugitbrbitkan

apabila di temukan data baru yang benar atau datg gemula belum
terungkap yang meyebabkan penambahan jumlah pejakamng, atau
dikenakan sanksi administrasif berupa kenaikan sseb#0 % (sepuluh
persen) dari jumlah kekurangan jumlah tersebut.



(4)

(5)

(1)

(@)

3)

(4)

(1)
(2)

3)

(1)

(2)

SKPDN Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurugerhitkan apabila
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengatahukmedit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kreditkpaja

Apabila kewajiban mambayar pajak terutang dalam [@KPB dan
SKPDKBT Sebagaimana di maksud pada ayat (1) hurdanahurup b,
tidak dibayar atau tidak sepenuhnya dibayar dalangla waktu yang
telah ditentukan, di tagih deangan menerbitkantdagghan Pajak Daerah
(STPD), di tambah dengan sanksi administratif beetuynga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan.

Bagian Ketiga

Cara Pembayaran Pajak

Pasal 17

Wajib pajak membayar sendiri, surat pemberitaheatanhg pajak Daerah
(SPTPD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 gyatafig digunakan
untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkgk ga&ndiri yang

terutang.

Pajak Reklame terutang harus dibayar lunas selsalignepada
Bendaharawan Khusus penerima pada Dinas Pendapgtagelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)juseja disetorkan
ke kas Daerah pada PT. Bank Pembangunan Kalim3retagah Cabang
pembantu Puruk Cahu.

Pembayaran Pajak Reklame terutang sebagaimana Ksuthapada
ayat (3) di lakukan dengan menggunakan Surat SetBeak Daerah
(SSPD).

Pasal 18
Pembayaran pajak harus disediakan sekaligus atas.lu

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajiakpaintuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu teriesietelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana di maksua gt (3) di
lakukan secara teratur dan berturut-turut, dengeenekan bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yangnbedtau kurang di
bayar.

Pasal 19

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajdk pantuk menunda
pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan, ademijkenakan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan jurajak pang belum
atau kurang dibayar.

Pembayaran untuk dapat mengangsur dan menunda yenaub&erta tata
cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagainmaksud dalam
pasal 18 ayat (2) dan pada ayat (1) pasal initegiken oleh Bupati.

Pasal 20

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud drkdaai 18 dan Pasal 19,
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalaka penerimaan.



1)

@)

3)

(1)

@)

Bagian Keempat

Cara Penagihan Pajak
Pasal 21

Surat tegoran atau surat penagihan atau suralyéaiyeng sejenis sesuai
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeloa? (tujuh) hari
sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Suragufan atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajibkplagaus melunasi pajak
yang terutang.

Surat Teguran, Surat Peringatan dan / atau sumajalayang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di keluarlenR¢jabat.

Pasal 22

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarktiddunasi dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam suratraegatau surat
peringatan dan /atau surat lainnya yang sejenisjoyalah pajak yang
harus di bayar ditagih dengan surat paksa.

Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah 2dw@ua puluh satu)
hari sejak tanggal teguran atau peringatan daau sdirat lainnya yang
sejenis.

Pasal 23

Apabila pajak yang harus di bayar tidak dilunasangjangka waktu 2x24 jam
setelah tanggal pemberian surat paksa sebagainmaafsiid dalam pasal 21,
pejabat segera menerbitkan surat perintah melakaameenyitaan.

1)

(2)

(1)

(@)

Pasal 24

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belugajmelunasi utang
pajaknya setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggdhkganaan surat
perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dichalkdam pasal 22,
pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggalapgan pada
Kantor Lelang Negara.

Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari daggéh jam dan

tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukdengan segera
secara tertulis kepada wajib pajak.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 25

Bupati berdasarkan, permohonan wajib pajak dapatmbeakan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dargbasan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkarBoipati.



BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wgpli,pdapat :

a. Membetulkan SKPD, dan SKPDKB atau SKPDKBT atau B&ng
dalam pemberitahuannya terdapat kesalahan tulgald®an hitung,
dan / atau kekeliruan dalam penerapan peraturaméang- undangan
perpajakan Daerah;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajakbyemay;

c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administratiipbebunga,
denda dan kenaikan pajak yang terutang dikarenek&hilafan wajib
pajak dan / atau bukan karena kesalahan.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangantagate dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administessiS&PD, SKPDKB
atau SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud paaka (dy harus
disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepBdpati atau Pejabat
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tahggrima SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan alasan jelas.

(3) Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Suratni@ronan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus mekanekeputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebaga@ndimaksud ayat (3)
Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan ptridme
pembatalan, pengurangan sanksi administrasi digndjgabulkan.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 27

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepagzati atas
sesuatu :

a. SKPD;

b. SKPDKB

c. SKPDKBT ;
d. SKPDLB ; dan
e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada (Ryahbarus
disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indopadiiag lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDL&dSKPDN
diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajiljgkadapat menunjukan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karé&eadaan diluar
kekuasaannya.



3)

(4)

(5)

(1)

(@)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua hddatan sejak tanggal
Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud agat (2)
diterima, sudah memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) buldragaimana dimaksud
ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, permahokeberatan
dianggap dikabulkan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud padélayiatak menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

Wajib pajak dapat mengajukan Banding kepada Badamydbesaian
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) buldelade diterimanya
Keputusan Keberatan.

Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada gyatldk menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasal 29

Apabila pengajuan keberatan sebagaiamana dimakslaghdPasal (25) atau
Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal (26) wlkab sebagian atau
seluruhnya kelebihan membayar pajak dikembalikargde ditambah imbalan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk pahivey24 (dua puluh empat)
bulan.

1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN MEMBAYAR PAJAK
Pasal 30

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengenabpalkelebihan
pembayaran pajak kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua Delaslan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pganda pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membéekausan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud padaydilampaui Bupati
tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembakatebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLRushaliterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang pajak |gian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayatla{@sung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu uteaigk yang dimaksud;

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukiamdwaktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB @engnenerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Apabila Pengambilan kelebihan pembayaran pajakukian setelah lewat

jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannyaPBSKB, Bupati

memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persm)las atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.



Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkangdn utang pajak
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 4yae(nbayaran dilakukan
dengan cara pemindahan bukuan atau bukti pemindaiaman juga berlaku
sebagai bukti pembayaran.

(1)

(2)

1)

(2)

BAB Xi
KEDALUARSA

Pasal 32

Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kedaluwarsdabemelampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saattémgnya pajak,
kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak piddimdang perpajakan
Daerabh.

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksdd pgat (1)
tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baigdang maupun
tidak langsung.

BAB XIi
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyadtapasPTPD atau
mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan kguaaerah dapat
dipidana dengan kurungan pidana paling lama 1 Ydatwn dan atau
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yengtang.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampa&BiPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atelampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikanri{guaDaerah dapat
di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (@i dan atau denda
paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang tiemg.

Pasal 34

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasald8R dituntut setelah
melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tematangnya pajak atau
berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagiamtphjak.

(1)

BAB XiIll
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 35
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkung@merintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik tindak r@dalibidang
perpajakan Daerah.



(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketgna atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan meagerang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan gadagukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang ¢iriaau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribadrah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumknrden lain
berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusré&lg;

e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahanpeumkbukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta medakylenyitaan
terhadap barang bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksariagas
penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daera

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang guatikan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seddaggbang dan
memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibset@gaimana
dimaksud pada huruf e ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindaknaidlibidang
perpajakan Daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya daerilsa sebagai
tersangka atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancapemyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurutunuk/ang dapat
dipertanggung jawabkan.

(3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mdmadgan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pakgithya kepada

Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diktiam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Ridan

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rRakaturan Daerah Nomor 35
Tahun 2004 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Mumaya (Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 3bBStentang Pajak

Reklame) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Da@rghsepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Kispa Bupati.



Pasal 38
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggaidingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahgangundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalambdram Daerah
Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Juli 2009

BUPATI MURUNG RAYA,
ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KKABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd
YURIANSON DJATA
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